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BAB I11
HAKI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI INDONESIA

A. Pengertian HaKl

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu Hid€
sebagainya, penulis terlebih akan memaparkan maenggra itu hak.
Secara etimologis kata hak berasal dari serapasshadrab yaital-haqq
yang berarti milik, ketetapan dan kepastian, seb@zyzga yang terdapat
dalam al-Quran Surat Yasin ayat' Bedangkan menurut terminologis
yaitu ketetapan yang bersesuaian dengan refaitas.

Sri Soedewi dalam bukunyBlukum Perdata; Hukum Benda
mengelompokkan hak kedalam dua macam. Yaitu ha&ridgan dan hak
milik. Hak kebendaamdalah hak mutlak atas sesuatu benda di mana hak
itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatuabdad dapat
dipertahankan terhadap siapapun jtiga.

Sedangkarhak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda
dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda igardesebebas-
bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan demgiamg-undang atau
peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yanmpurgai

wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gaaggerhadap hak-

! Ridwan, Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialiset.1, Purwokerto:
STAIN Press, 2011, him. 19

? |bid

% Sri Soedewi Masjchoetjukum Perdata: Hukum Bengdaet.4, Yogyakarta: Liberty,
1981, him. 24
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hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak menguraagungkinan
adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umengah pembayaran
pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentwahang-undang
(pasal 570 KUH Perdata). Pengertian tersebut mée®aium memiliki arti
lebih luas, karena objeknya tidak hanya benda timakerak, akan tetapi
juga hak milik (benda bergerak).

Setelah mengetahui apa itu hak, maka sekarang p&anlis
bahas mengenai apa HaKI itu. Saidin dalam bukuks@ek Hukum Hak
Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rightslengartikan HaKI
adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda gemugnber dari hasil
kerja otalC hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio nsimuang
menala’® hasil kerjanyan itu berupa benda immateril, benittak
berwujud’

Sedangkan Afrillyanna Purba mengartikan HaKl adatahya
intelektual yang dihasilkan manusia di mana merkariupengorbanan
tenaga, waktu dan biaya serta memiliki nilai ekonkanena manfaat yang

dapat dinikmatf

* Salim, HS,Pengantar Hukum Perdata Tertuli€et. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,
him. 101

® 0.K. Saidin menjelaskan bahwa yang dimaksud hasjb otak bukanlah otak yang
terlihat, akan tetapi otak yang berperan sebagaatppengaturan segala kegiatan fisik dan
psikologis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitudan kanan.

® la menspesifikkan kata menalar, tidak berfikirdma menurutnya monyet itu juga
berfikir tapi tidak menalar, karena tidak bisa meumgungkan antara satu peristiwa dengan
peristiwa lain.

" 0.K. Saidin,Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectualperty Rights)
cet.8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, him. 9

8 Afrillyanna Purba,TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian PerlindamgHak

Cipta Seni Batik Tradisional IndonesidakartaPT Asdi Mahasatya, 2005, him. 9
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Rachmadi Usman memaknai HaKI sebagai hak atas kksmm
terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karadanya kemampuan
intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetatdan teknolog.

Dari adanya beberapa pengertian di atas, penulimatmami
bahwa HaKIl adalah suatu hak terhadap karya-kargi@ebtuk immaterial
yang timbul sebagai akibat dari adanya kemampui@tektiualitas dalam
ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana hak tetsdiperoleh melalui
pengorbanan tenaga, waktu dan biaya serta menmllei ekonomis

karena dapat dinikmati hasilnya.

B. Dasar Hukum HaKI

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikuta sert
menandatangani kesepakatan internasional yaitusf R#bagai salah satu
dari Final Act Embodying The Uruguay Round of Multilaerade
Negotiation yang ditandatangani di Marakesh, sekitar bulaml 4994
yang diikuti oleh 124 negara dan 1 wakil dari Maajat Ekonomi Eropa.

Oleh pemerintah Indonesia, kesepakatan tersebuattifitasi
melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentartdiksi Perjanjian
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Akibatngtanesia tidak
diperkenankan membuat peraturan yamtya-teritorial yang menyangkut
tentang perlindungan HaKIl, dan semua isu yang patddalam kerangka

WTO Indonesia haruslah mengakomodirnya paling tidatus memenuhi

® Racmadi UsmanHukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan émensi
Hukumnya di Indonesj@8andung: Alumni, 2003, him. 2
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(pengaturan)standard minimum?® Dengan demikian Indonesia harus
menyesuaikan kembali semua peraturan yang berkaidangan
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan menamtisberapa
peraturan yang belum tercakup dalam peraturan yadgh ada*

Sampai saat ini, pengaturan tentang masing-masiamd HakKI
itu kita temukan dalam Undang-undang Indoné&sigaitu tentang Hak
Cipta diatur UU No. 19 tahun 2002, tentang Merkutigalam UU No. 15

Tahun 2001, dan tentang Paten diatur dalam UU Meatiun 20013

C. Ruang Lingkup HaKl
Perjanjian internasional tentang aspek-aspek pardgon dari
HaKIl (the TRIPs Agreement), tidak memberikan defiengenai Hakl,
tetapi pasal 1.2 menyatakan bahwa HaKIl terdiri: dari
1) Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan HakaCiyaitu hak
pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lenpesxyzaran;
2) Merek
3) Indikasi geografis
4) Design industri

5) Paten

90 K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelekbkit. him. 23

1 saidin menerangkan bahwa hal tersebut dilakukamepatah dengan diterbitkanya
beberapa peraturan perundang-undangan nasionalapg ynencakup perlindungan HaKI
ditambah dengan ratifikasi beberapa konvensi daltdt internasional. Hanya saja samai saat ini
revisi UU Hak Cipta masih terus didiskusikan dalampat-rapat DPR-RI.

12 Karena yang akan penulis bahas adalah mengenaiCifaéi, Hak Merk dan Hak
Paten, maka akan penulis fokuskan pada 3 bidand téasebut.

3 Ibid, him. 16
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6) Desain tata letak sirkuit terpadu
7) Informasi rahasia dagang dan data test

8) Varietas tanaman barf{.

Dari apa yang telah dirumuskan mengenai apa sagtgamasuk
kedalam kelompok HakKlI, sesuai dengan apa yang fetahlis tegaskan
bahwa dalam tulisan ini hanya akan dibahas mengeéradang Hakl,

yaitu Hak Cipta, Hak Merek dan Hak Paten.

1) Hak Cipta
Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negarsg yaenganut
common law yakni copyright sedangkan di Eropa, seperti prancis
dikenaldroit d’auteurdan di Jerman sebagaihebarecht Di Inggris,
penggunaan istilahcopyright dikembangkan untuk melindungi
penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Akatapi seiring
dengan berkembangnya hukum dan teknologi, makangerigan
diberikan kepada pencipta.
Pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemjikibadi atas suatu
ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pendi bidang
seni, sastra dan ilmu pengetahd@n.
Endang Purwaningsih mengartikan Hak Cipta sebagkidksklusif

bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sentkti anemberikan

1 Tomi Suryo Utomo, dkkHak Kekayaan Intelektual Suatu Pengant&andung:
Alumni, 2002, him. 3

15 Endang PurwaningsitPerkembangan Hukum Intelectual Property Rights,idfaj
Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dajiadaKomparatif Hukum PaterBogor:
Ghalia Indonesia, 2005, him. 1

18 Tomi Suryo Utomoop.cit, dkk, him. 96
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izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakarsdébut dalam
batasan hukum yang berlaku.
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta Indonesiayatakan,
bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi penciptgpumapenerima
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanma@un
memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi patatan-
pembatasan menurut peraturan perundangan yangunerla
Pencipta atau pengarang adalah seseorang yang ikneénsbirasi
guna menghasilkan karya yang didasari oleh kemampualektual,
imajinasi, ketrampilan, dan keahlian yang diwujudkdalam bentuk
karya yang memiliki sifat dasar pribagiefsonal naturg'®
Yang digolongkan oleh Undang-undang No. 19 tahud22€ebagai
pencipta dan pemegang Hak Cipta dapat dirinci an@n sebagai
berikut:
a. Pencipta
Pencipta adalah seorang pemegang Hak Cipta atasmifya.
b. Pemerintah
Seorang PNS yang dalam hubungan dinasnya deng&msns
pemerintah menciptakan suatu ciptaan dan ciptaseltet menjadi
bagian dari tugas sehari-hari karyawan tersebdgktidianggap
sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta. Yang adienj

pemegang Hak Cipta adalah Instansi Pemerintah yahgk dan

" Endang Purwaningsilp.cit, HIm. 2
*® Ibid
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dalam dinas PNS itu dikerjakan, dengan tidak meaggir hak

pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperlaagpai ke luar

hubungan dinas (pasal 8 ayat 1).

. Pegawai Swasta

Pencipta yang sebagai seorang pegawai swasta dedaggap

sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta, kecudh bi

diperjanjikan lain antara keduaa pihak (pasal & aya

. Pekerja Lepas

Hak cipta atas suatu ciptaan yang dibuat berdasapesanan

berada di tangan yang membuat ciptaan itu, kecigmtiapat

perjanjian lain antara kedua pihak (pasal 8 ayat 3)

. Negara

Negara adalah pemegang Hak Cipta atas:

(1) karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan abdndiaya
nasional lainnya.

(2) Foklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik
bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legdratad, lagu,
kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafindearya seni
lainya. Foklor dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan
tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun
perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan itaent
sosial dan budayanya berdasarkan standar damiidaiyang

diucapkan atau di ikuti secara turun temurun.



54

(3) Negara adalah pemegang hak cipta untuk keygartipencipta
atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya gataan yang
belum diterbitkan.

Pemegang hak cipta potret

Suatu potret atau foto yang dibuat seizin dari @rgaing dipotret,

jilka akan diperbanyak atau diumumkan oleh pembuatrep

sebagai pemegang Hak Cipta harus terlebih dahuhdapatkan
izin dari orang yang dipotret. Atau izin ahli wanyg dalam jangka

waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal alfpasal 19

ayat 1)

. Beberapa pencipta

Bisa saja terjadi suatu ciptaan diciptakan olehebegia orang,
apabila terjadi demikian, maka yang dianggap sebpegacipta
adalah orang yang memimpin serta mengawasi pemyahes
seluruh ciptaan. Jika orang yang memimpin tidak, agkng
dianggap sebagai pencipta adalah orang yang mepghimga
dengan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masirg zgian

ciptaanya.

Sedangkan ciptaan atau hasil karya adalah ciptean hasil karya

pe

ncipta dalam segala bentuk yang menunjukkan ikegal dalam

bidang ilmu pengetaahuan, seni ataupun sastra.

19 | bid.
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Karya atau ciptaan yang bisa dimasukkan dalam HpiaG@nenurut

Undang-undang No. 12 tahun 2002 adalah:

a. Buku-buku, program komputer, pamflet, karya tipdigta

b. Ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan lainya yamguplidkan
dengan cara pengucapan.

c. Alat peraga yang dibuat guna tujuan pendidikan damu
pengetahuan.

d. Karya siaran.

e. Pertunjukan.

f. Lagu-lagu, juga rekamanya.

g. Seni batik.

h. Peta.

i. Karya fotografi.

j. Karya sinematografi.

k. Terjemahan, saduran, dan tafsiran, meskipun hak &@rya asli

tetap dilindungi.

Masa berlaku perlindungan Hak Cipta menurut ketantlonvensi
Bern dan TRIPs, sebagian besar ciptaan tertentus hditindungi
selama hidup pencipta dan terus berlangsung hiBggdima puluh)
tahun setelah Pencipta meninggal difiia.

Di dalam UU No. 19 tahun 2002 sedikit terdapat pddan, yaitu

masa berlaku Hak Cipta untuk ciptaan-ciptaan tarteseperti

2 Tomi Suryo Utomo, dkbp.cit, him. 122
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fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujuskrta perwajahan
karya tulis yang diterbitkan menjadi berlaku selab@atahun sejak
pertama kali diumumkan.

2) Hak Merek
Tomi suryo mendefinisikan Merek sebagai sesuatunljga atau
nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasitus produk
atau perusahaan di pasafan.
Sedangkan Achmad Zen Umar Purba mengartikan HakRkviedtalah
setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mameuonbedakan
barang atau jasa dari satu badan ke badan usahd #aida tersebut
meliputi kata, termasuk nama perorangan, suratkegngnsur-unsur
figuratif dan kombinasi warna, juga kombinasi taffda
Menurut Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentangeklgrasal 1
ayat 1 mendefinisikan Merek sebagai tanda berupabgg nama,
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna lkbaobinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dlganakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Setelah adanya beberapa pengertian mengenai Meegsg penulis
mendefinisikan berdasarkan pemahaman penulis b&tewak adalah
suatu tanda baik berupa gambar, nama, kata, huruf;hangka-

angka, susunan angka atau kombinasi dari unsur-seebut yang

! Ipid, him. 131
22 pAchmad Zen Umar Purbajak Kekayaan Intelektual Pasca TRJMandung: PT
Alumni, 2005, him. 71
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bisa dijadikan sebagai identifikasi dan jaminanursuatu produk dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang &au ja

Di dalam Undang-undang Merek Tahun 2001 Pasal 1 2ydan 3

menyebutkan mengenai jenis-jenis Merek yaitu Mdpglgang dan

Merek Jas&>

1. Merek Dagang
UU No. 15 tahun 2001 pasal 1 ayat 2 menyebutkamwé&aherek
dagang vyaitu merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa oracgras
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakarandeng
barang sejenis lainya.

2. Merek Jasa
Sedangkan pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa mesalagalah
merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangiaim
seseorang atau beberapa orang secara bersama-sambadan
hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejemyslai

Untuk bisa mendaftarkan sebuah Merek, maka berksgrasal 5

UUM tahun 2001 harus terbebas dari beberapa hags#hana

berikut:

a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undanggnbgalaku,

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

% 0.K. Saidinop.cit,him. 346
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Dilarang pemakaian tanda-tanda yang menurut pa@atang

masyarakat umum maupun golongan masyarakat tertentu

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaamn,katertiban
umum, terutama tanda yang dapat menimbulkan sadditanp,
menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteramarkedgamaan
dari khalayakumum atau golongan masyarakat tertentu

b) Tidak memiliki daya pembeda
Sesuai dengan sifat Merek yang telah penulis jatasti atas,
yakni sebagai suatu tanda pembeda dengan prodng @& atau
badan hukum lain, maka tanda yang tidak memilildtgyembeda
tersebut tidak dapat diterima sebagai Merek.

c) Telah menjadi milik umum.
Tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umumalipak)
tidak dapat diterima sebagai merek. Seperti setarada tengkorak
kepala yang diberi tanda silang, di mana khalayakktahwa itu
berarti tanda bahaya. Tanda demikian tidak dapadidan merek
karena telah dimiliki umum (dijadikan tanda darakeldiketahui
umum)

d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan batangesa yang
dimohonkan pendaftaranya.
Sebuah merek yang digunakan sebagai keterangarbatkaitan
dengan produk yang dimohonkan pendaftaranya tidakatd

diterima untuk didaftarkan sebagai sebuah merekrenka



59

keterangan tersebut tidak mempunyai pembeda. $epertk teh
atau gambar teh untuk jenis produk teh.
3) Hak Paten
Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2001 disebutkdmvéayang
dimaksud paten adalah hak eksklusif yang diberikagara kepada
inventor atas hasil invensiriadi bidang teknologi, yang untuk
selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invgadi@rsebut atau
memberikan ~ persetujuannya  kepada  pihak lain  untuk
melaksanakannyZ.
Sedangkan O.K Saidin memberikan pengertian patbagsé suatu
hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuanatar cara
kerja baru dan perbaikanya, yang kesemua istilakericakup dalam
satu kata, yakni “invensi” dalam bidang teknolognhyg diberikan oleh
pemerintah, dan kepada pemegang haknya diperkemaok&uk
menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalilpesaggunaan
hak itu kepada orang laffi.
Dari beberapa pengertian tersebut diatas, penwismiahami bahwa
paten adalah suatu hak eksklusif yang diberikar gemerintah
kepada seseorang atas invensinya dalam bidanglogkrdi mana

pemegang hak diberikan kewenangan untuk mengguna&adiri

% yang dimaksud invensi adalah sebuah ide dari ioveyang dituangkan ke dalam
suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifildaind teknologi dapat berupa produk atau
proses atau penyempurnaan dan pengembangan prtulpr@ases sebagaimana yang telah di
jelaskan dalam Undang-undang No.14 tahun 2001 et 2.

% Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 20011809, Undang-undang No. 14
Tahun 2001 tentang paten, Pasal 1 ayat 1

% 0 K. Saidin,op.cit,him. 230
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atau dialihkan penggunaan hak tersebut kepada d¢aangtas seizin
pemegang hak.
Jika suatu invensi tersebut dihasilkan oleh belzeramng secara
bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimilgdarsebersamasama
oleh para inventor yang bersangkutankecuali sebagaimana
disebutkan dalam pasal 11 bahwa apabila terdagdt lain, yang
dianggap sebagai inventor adalah seseorang atauapeborang yang
untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventorrdgdarmohonan.
Untuk pendaftaran, terdapat 2 sistem pendaftar@rayaitu:
1. Sistem Konstitutif
Dalam sistem ini, invensi terlebih dahulu diseliditerutama
tentang langkah inventif serta kebaruanya, kalumysa benar
barulah kemudian penemuan itu diberi hak paten.
2. Sistem Deklaratif
Dalam sistem ini, invensi yang memenuhi syarat kidimintakan
paten dan tidak bertentangan dengan ketertiban yrkesusilaan
dan Undang-undang diberikan hak paten dengan tisdidiki
kebaruan invensi tersebut dan kalau ternyata tidedapat unsur
kebaruan, maka ini akan dijadikan alasan pembataddn paten
memalui pengadilan.
Pada prinsipnya, dalam sistem ini semua permohqpatien

diterima, apabila terdapat keberatan dari pihak laaruslah

" sebagaimana disebutkan dalam UU No. 14 tahun gasdl 10 ayat 2
%0 K. Saidin,op.cit, him. 243
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mengajukan keberatan melalui pengadilan. Apabif@kpitersebut
bisa membuktikan sebaliknya, maka hak yang telalerdkan itu
gugur (batal) dan pihak yang bisa membuktikan nieqgamegang
hak?®
Tidak semua hasil invensi dapat diberi paten, hanyansi yang
memenuhi persyaratan saja yang dapat diberi pateensi yang
dimaksud harus:
1. Invensi Baru
Suatu invensi bisa dikatakan baru jika tidak ademsi yang sama
pada saat dimohonkan patennya.
2. Invensi tersebut mengandung langkah Inventif
Dikategorikan mengandung langkah inventif ketikeeimsi tersebut
merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnga Obviu}
bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentdadtig teknik.
3. Invensi tersebut juga dapat diterapkan dalam imdust
Pasal 5 menyebutkan bahwa suatu invensi dapagpli&n dalam
industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakahaih industri

sebagaimana yang diuraikan dalam permohdhan.

D. HaKl sebagai Harta Kekayaan Berupa Hak
Harta sebagai obyek dari kekayaan seseorang messmgat

menarik untuk diteliti. Mengenai apa yang dimakséadta, telah penulis

% |bid, him. 243
30 Rachmadi Usmarnp.cit, him. 212-214
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paparkan dalam bab sebelumnya, pada pembahasakamipenulis lebih
fokuskan pada bagaimana bisa memasukkan HaKI seaga kekayaan
dari seseorang yang berupa hak.
Sri Soedewi membedakan harta (benda) menjadi bmdbera
macam, yaitu:
1. Barang-barang (harta) yang berwujud dan barangiggtzarta) yang
tak berwujud
2. Barang-barang (harta) yang bergerak dan barangwpdhearta) yang
tak bergerak
3. Barang-barang (harta) yang dapat dipakai habis ldaang-barang
(harta) yang tak dapat dipakai habis
4. Barang-barang (harta) yang sudah ada dan baraaggénarta) yang
masih akan ada
5. Barang-barang (harta) yang dalam perdagangan damdsharang
(harta) yang di luar perdagangan
6. Barang-barang (harta) yang dapat dibagi dan bdrargpg (harta)
yang tak dapat dibati
Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalpeadiliknya
yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik hgrenempunyai hak

atas barang miliknya yang biasanya disebut hakkfildalam pasal 499

31 Sri Soedewipp.cit, him. 19
%2 Ibid. him. 2
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KUH Perdata menjelaskan bahwa barang adalah tiagabatau tiap hak
yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

Dalam KUH Perdata pasal 570 disebutkan bahwa hdk mi
adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan skpga dan untuk
menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya,aksdipergunakan
bertentangan dengan undang-undang atau peratunam yang diadakan
oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untu itu aah tidak
menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang laéserkuanya itu
dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencalmatantu untuk
kepentingan umum, dengan pembayaran penggantiigaryang layak
dan menurut ketentuan undang-undzhg.

Oleh para ahli hukum, HaKI termasuk dalam katelgerida tidak
berwujud® berupa hak yang memiliki nilai moral, praktis dekonomi.
berdasarkan apa yang disebutkan sri soedewi hdlisa dikategorikan
sebagai sebuah harta (benda) yaitu berupa hak.abarak tersebut bisa
dinikmati sepenuhnya dan untuk menguasai bendaenhgan sebebas-
bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan demgamg-undang atau
peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yanmpurgai
wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gaaggerhadap hak-

hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengureemgungkinan

¥ Soedharyo Soimirkitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pergt.7, Jakarta:
Sinar Grafika, 2007, him. 155

 Ibid. KUH Per, him. 168

% Lihat Rachmadi UsmarH{kum Hak atas Kekayaan Intelekiydilm. 2, O.K Saidin
(Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelekjudilm. 9, dan Endang PurwanisingsPetkembangan
Hukum Intelectual Property Right
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adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umengah pembayaran
pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentwatang-undang.

Berdasarkan pasal 570 KUH Perdata.

. Peralihan Kepemilikan HaK| dan Harta Bersama Menurut KHI
a. Peralihan kepemilikan HaKI

Tidak selamanya barang (harta) yang dimiliki sesegrbisa
menjadi miliknya. Ada kalanya memiliki keinginantuk memberikan
apa yang dimiliki kepada orang lain ataupun kareslaab lain, harta
tersebut berpindah menjadi milik orang lain.

Begitupun HakKI, karena ia telah disamakan dengaranga
(benda) yang tidak berwujud dan bisa dimanfaatkaak-Hak
ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, nidd@l pun bisa
berpindah tangan (menjadi berpindah hak kepemyiakepada orang
lain.

Peralihan kepemilikan HaKI bisa dilihat dari adanyaberapa
peraturan pengalihan kepemilikan masing-masing ngideHaKI.
Adapun cara peralihan kepemilikan tersebut adalah:

1. Undang-undang No. 19 tahun 2002 pasal 3 ayat 2
Dalam undang-undang tersebut secara jelas menybuikhwa
Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik sélaga maupun
sebagian karena:

a) Pewarisan
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b) Hibah

c) Wasiat

d) Perjanjian tertulis; atau

e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturanngeng-
undangan

Selain itu, juga dipertegas dengan adanya pasah#d hak cipta

yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptameninggal

dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik peimea wasiat, dan

hak cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jikek itu diperoleh

secara melawan hukum.

. Undang-undang No. 15 tahun 2001 pasal 40 ayat 1

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau diatikelalui:

a) Pewarisan

b) Hibah

c) Wasiat

d) Perjanjian tertulis; atau

e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturanngeng-
undangan.

. Undang-undang no. 14 tahun 2001 pasal 66 ayat 1

Dalam pasal ini disebutkan bahwa Paten dapat heatdu dialihkan

melalui:

a) Hibah

b) Wasiat
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c) Perjanjian tertulis; atau
d) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturanngeng-
undangan.

Ketentuan tersebut tidak serta merta semau invenmiotuk

mengalihkan kepemilikanya. Harus ada prosedur rierte

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mengend& ha

sebagaimana pemakai terdahulu tidak dapat dialihkacuaali

memalui pewarisan sebagaimana disebutkan dalarhgasa

Dari apa yang telah disebutkan itu, maka jelas baperalihan hak

paten sebagaimana pemakai terdahulu hanya dagiakdramelalui

pewarisan. Hal itu dikarenakan hak sebagai peméadalahulu

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bukan merupakagang

bersifat eksklusif, seperti halnya paten, melainlérerikan dalam

keadaan khusu¥

Pengalihan hak paten tidak menyebabkan hak moeas paten

beralih pula, nama dan identitas inventornya tethprus

dicantumkan dalam paten yang bersangkutan. Kanakamoral

akan tetap mengikuti inventornya sampai kapanpudawgan

patennya sudah berakhir.

Melihat beberapa cara yang telah dijelaskan dalaasing-

masing Undang-undang tersebut di atas, cara yaimgpaik adalah

mengenai pewarisan, karena hak yang diterima diibweris dalam

% Rachmadi Usmamp.cit, him. 238
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kaitanya hak dari masing-masing HaKI tersebut sasperti pemilik
terdahulu. Tidak seperti cara yang lain, karena amgmapa yang
menjadi hak waris adalah tanggungjawab sepenuhiye péwaris
sebagaimana tanggungjawabiwarris(orang yang memiliki HaKil).

. Pengalihan harta sebagai harta bersama (gono-gini)

Pasal 97 KHI menyebutkan bahwa “janda atau duda ossing-masing
berhak seperadua dari harta bersama sepanjangdigaitukan lain dalam
perjanjian perkawinan.”

Dari adanya peraturan tersebut, jelas bahwa ketikmi-isteri bercerai, maka

harta yang dimiliki (diperoleh) selama perkawinarldngsung dibagi sama

rata. Adapun pasal 91 menyebutkan bahwa:

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasalad&sddapat berupa
benda berwujud atau tidak berwujud.

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi bertik thergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat beruparfzalpoun kewajiban

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang janoieh salah satu
pihak atas persetujuan pihak lainya.

Dari adanya penjelasan dalam KHI pasal 91 tersdéhujelas
bahwa harta bersama bisa berupa harta (benda) tighakgberwujud,
baik itu berupa hak maupun kewajiban.

Mengintegrasikan antara konsep hak yang dimakslehd&HI
pasal 91 dan hak dalam penjelasan masing-masiagdpidaKI, maka

layaklah jika penulis memiliki anggapan bahwa HaKiba juga
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dijadikan harta bersama sebagaimana telah diungkapleh KHI di
atas.

Itu dikarenakan anggapan penulis bahwa HaKIl bigali#ian harta
waris, di hibahkan dan diberikan (dipindah kepémmitiya) kepada
orang lain karena (atas dasar) HaKl sebagai haatag ydimiliki
seseorang di mana harta tersebut berupa Hak yangabekonomis.
Maka besar kemungkinan bisa untuk dijadikan sebhgga bersama
(gono-gini) suami-isteri di mana dalam memperoleaKH tersebut
selama masa perkawinan berlangsung. Dan mengesaaglén tidaknya
HaKl masuk dalam kategori harta bersama suamiigtemo-gini),

akan penulis bahas dalam bab selanjutnya.



